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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi 
secara umum. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi. 
Permasalahan yang akan dibahas adalah pengaturan pembagian urusan rumah 
tangga daerah dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 
dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaturan pembagian urusan rumah tangga daerah serta mengetahui 
dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 
dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode pendekatan yang 
digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan 
situs-situs internet. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
pembagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 adalah menganut sistem rumah tangga material dan sistem rumah 
tangga riil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci 
mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
rumah tangga daerah di bidang transportasi. Pengaturan lebih lanjut ditemui 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 
Jalan. 
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Law Number 23 Year 2014 on Local Government regulate about the 
management of domestic affairs of local government on public transportation in 
general. This paper discuss about the responsibility of local government in 
managing domestic affairs of local government on public transportation. The 
problem which will be discussed is the regulation regarding the distribution of 
domestic affairs of local government and the responsibility of Local Government 
of Kulon Progo in managing domestic affairs of local government on public 
transportation under the Law Number 23 Year 2014. The purpose of this research 
is to determine the regulation of the distribution domestic affairs of local 
government, determine and also analyze the responsibility of local government of 
Kulon Progo in managing the domestic affairs of local government on public 
transportation under the Law Number 23 Year 2014. The method used in this 
research is legal research with the statute approach and analysis approach. The 
data used in this research is secondary data such as legislation, literature books, 
and internet sites. 
The result shows that the distribution of domestic affairs of local 
government under the Law Number 23 Year 2014 is enact material domestic 
affairs system and real domestic system. The Law Number 23 Year 2014 not 
regulate specifically about the responsibility of local government in managing 
domestic affairs of local government on public transportation. The following 
regulation found in the Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport 
and on Implementing Regulation Number 74 Year 2014 on Road Transport. 
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